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Berdasarkan hasil Tapat koordinasi pengkajian Produk Hukum
yang dilaksanakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
dengan Perangkat Daerah, bersama inj disampaikan bahwa dengan
adanya perkembangan keadaan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi
Jawa Tengah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan (hasil kajian
terlampir).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diminta agar Saudara
melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
dengan ketentuan peraturan' perundang-undangan serta kebutuhan
Daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaanya dengan Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.
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. e gah Nomor 13 Tahun 2018 tentan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulag-Py entang

lau Kecil Provinsi Jawa Tengah 2018-2038;

9. Peraturan Daera]fl Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

. Putusan MK telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 7 Tahun 2018, dengan mencabut beberapa ketentuan pasal
antara lain:

a. Pasal 1 angka 6 dan angka 30;
b. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6);

C. Pasal 20 ayat (3);

d. Pasal 26 ayat (2);dan

€. Pasal 55 ayat (2).

- Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi J awa Tengah juga
Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan substansi dalam Ur'1dang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No%ug _9P;I‘a}.1un.
2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi
Jawa Tengah yang perlu disesuaikan yaitu:
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. Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 60
Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Perubahan Undang-Undang
27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
. Ketentuan Pasal 45 disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

keafiz_aan atau ditambahkan substansi Kejasama dalam pengelolaan wilayah
pesisir;

.. ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf d, yang mengatur recomendasi izin dalam
jenis kegiatan koordinasi pengelolaan, perlu disesuaikan dengan
perkembangan peraturan perundang undangan;dan

. perlu dimasukkan muatan lokal dalam rangka optimalisasi pengelolaan
pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan dan
perkembangan.




